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ABSTRAK

Penghentian perkara tindak pidana pajak yang berorientasi pada pemulihan kerugian
negara di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik, akibat tumpang
tindih kewenangan antara KUHAP dan UU KUP serta praktik diskresi yang tidak terbatas.
Das Sein memperlihatkan realitas di lapangan: ketidakkonsistenan penerapan, multitafsir
kewenangan, dan risiko disparitas hukum, sedangkan Das Sollen menuntut rekonstruksi
normatif yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan efektivitas pemulihan kerugian
negara. Persoalan ini menggarisbawahi urgensi untuk menghadirkan model penghentian
perkara yang koheren, adil, dan aplikatif, sekaligus selaras dengan prinsip negara hukum dan
keadilan restoratif fiskal.

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif kualitatif dengan triangulasi data:
data primer (KUHAP lama, KUHAP baru, UU KUP), data sekunder (literatur, jurnal,
komentar, studi perbandingan Belanda, Singapura, Australia), dan analisis data kualitatif.
Analisis teori memanfaatkan grand theory: negara hukum, middle theory: kepastian hukum,
dan apply theory: harmonisasi hukum, yang diterapkan melalui pendekatan oksiologis (nilai
dan tujuan hukum), ontologis (fenomena hukum yang nyata), dan epistemologis (pemahaman
norma melalui interpretasi dan rekonstruksi). Pendekatan ini memungkinkan penelitian
mengeksplorasi konflik normatif, mengevaluasi konsistensi aturan, dan merumuskan
rekonstruksi pasal serta model penghentian bersyarat yang sistematis dan valid secara
akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi penghentian perkara pidana pajak

berbasis penuntutan bersyarat dan keadilan restoratif fiskal mampu menyeimbangkan
kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara, menghilangkan multitafsir kewenangan,
dan memperkuat integritas sistem peradilan. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi
integratif KUHAP baru dan UU KUP, penggunaan triangulasi teori dan data untuk
rekonstruksi hukum yang koheren dan aplikatif, serta kontribusi substansial terhadap
pengembangan hukum pidana dan kebijakan perpajakan nasional. Temuan ini menghadirkan
inovasi normatif yang orisinal, menjembatani teori, praktik, dan kebijakan hukum dalam
konteks modernisasi sistem peradilan pidana.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran
strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Dalam perspektif konstitusional, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga
negara, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Oleh karena itu, keberadaan rezim hukum pajak pada dasarnya diarahkan untuk menjamin
optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan, adil, dan berlandaskan kepastian
hukum.

Sejalan dengan falsafah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, bahwa
untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan Sejahtera, perlu
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam
upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan Pembangunan sosial.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan
mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal
yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara
lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan Kinerja penerimaan pajak,
reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan system
perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta kepatuhan
sukarela Wajib Pajak.

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menumbang
persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan
gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari
warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang
bersangkutan. Bank Dunia menilai Indonesia merupakan negara dengan penerimaan
negara yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia dan G20.
Sampai saat ini Indonesia baru mengumpulkan <50% potensi penerimaan negara. Hal itu
tercermin dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto yang baru sekitar
15%. Demikian halnya dengan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) yang hanya 11,3%
dari produk domestik bruto, jauh dibawah pencapaian Brasil, China, India, Malaysia,
Mexico, Filipina, Thailand atau bahkan Vietnam.

Dalam rangka melindungi kepentingan fiskal negara, pelanggaran terhadap
kewajiban perpajakan tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat
ditingkatkan menjadi tindak pidana pajak. Namun demikian, hukum pidana pajak sejak
awal tidak dimaksudkan sebagai instrumen utama (primum remedium), melainkan sebagai
upaya terakhir (ultimum remedium). Asas ultimum remedium menempatkan sanksi pidana
sebagai sarana represif yang digunakan apabila instrumen hukum administrasi perpajakan
tidak lagi efektif dalam menjamin kepatuhan wajib pajak dan pemulihan kerugian
keuangan negara.

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara memiliki
definisi yang jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama-sama
mendefinisikan: “kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai”. Artinya, kerugian keuangan negara dapat berbentuk
kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam lingkup definisi keuangan negara



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
namun dipersempit dengan spesifikasi berupa yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian
keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya sebanding dengan pengertian keuangan
negara itu sendiri.

Sejalan dengan asas tersebut, kebijakan penegakan hukum pidana pajak
menunjukkan orientasi yang kuat pada pemulihan kerugian keuangan negara. Pemulihan
kerugian keuangan negara dipandang lebih bernilai dan fungsional dibandingkan
pemidanaan semata, mengingat tujuan utama hukum pajak adalah memastikan penerimaan
negara, bukan semata-mata menjatuhkan penderitaan kepada pelaku. Orientasi ini
tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
membuka ruang penghentian perkara pidana pajak apabila wajib pajak melunasi kerugian
keuangan negara beserta sanksi administratif tertentu.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yakni self assessment system,
dimana pada kebijakan ini Indonesia memercayakan seluruh kewajiban perpajakannya
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melapor secara mandiri tanpa terlebih
dahulu melalui verifikasi oleh kantor pajak. Konsekuensi dari self assessment system ini,
pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pengujian ataupun
pemeriksaan terhadap penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal inilah
yang menjadi dasar alasan mengapa Wajib Pajak diperiksa kebenarannya oleh kantor
pajak.

Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-
buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak
berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Hal ini tidak bertujuan untuk mencari-cari
kesalahan Wajib Pajak, melainkan untuk menguji sejauh mana pelaksanaan kewajiban
perpajakan telah dijalankan secara benar, lengkap, dan jelas oleh Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak diberi ruang untuk mengoreksi
kewajiban perpajakannya tanpa perlu melalui jalur sengketa formal seperti keberatan dan
banding. Salah satu bentuknya adalah mekanisme pembetulan sebagaimana diatur dalam
Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang
memungkinkan koreksi atas kesalahan tulis, hitung, atau penerapan peraturan dalam
ketetapan pajak seperti SKP dan SPT. Proses ini dapat dilakukan baik oleh Direktorat
Jenderal Pajak secara inisiatif atau berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak.

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi
masalah yang akan dibahas, yaitu:

Mengapa penghentian perkara tindak pidana pajak yang berorientasi pada pemulihan
kerugian negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem hukum
acara pidana?

Bagaimana rekonstruksi kebijakan penghentian perkara tindak pidana pajak yang mampu
menyeimbangkan kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara?

. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi kebijakan penghentian
perkara tindak pidana pajak dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara kepastian



hukum dan pemulihan kerugian negara, melalui pendekatan normatif dan perbandingan
hukum.

Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor normatif
yang menyebabkan penghentian perkara tindak pidana pajak berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam sistem hukum acara pidana serta merumuskan rekonstruksi
norma dan kebijakan penghentian perkara tindak pidana pajak yang menjamin kepastian
hukum serta tetap mendukung pemulihan kerugian negara.

. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam pengembangan teori hukum pidana dan hukum pajak, sebagai penguatan
kajian kepastian hukum, dapat memberikan kontribusi terhadap teori negara mukum,
pengembangan konsep harmonisasi hukum, dan menghasilkan kebaruan keilmuan dengan
menghasilkan formulasi rekonstruksi norma dan model integratif yang memperkaya
khazanah penelitian hukum normatif rekonstruktif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu
hukum, khususnya dalam kajian negara hukum, kepastian hukum, dan harmonisasi
hukum. Penelitian ini memperkaya analisis normatif mengenai penghentian perkara tindak
pidana pajak melalui formulasi rekonstruktif yang menegaskan kejelasan norma,
pembatasan diskresi, dan konsistensi sistem hukum pidana.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi aparat penegak
hukum, pembentuk undang-undang, dan otoritas perpajakan dalam merumuskan dan
menerapkan kebijakan penghentian perkara tindak pidana pajak yang menjamin kepastian
hukum, konsistensi sistem hukum, dan perlindungan terhadap prinsip negara hukum.

. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui integrasi antara data

primer, data sekunder, dan analisis data yuridis kualitatif dalam kerangka rekonstruktif.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekonstruksi norma penghentian perkara tindak

pidana pajak tidak hanya berbasis analisis tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi

juga dikonfirmasi oleh realitas praktik.

1 Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisis fenomena hukum secara sistematis terkait penghentian perkara tindak
pidana pajak di Indonesia. Secara deskriptif, penelitian menelaah norma hukum yang
berlaku, termasuk KUHAP lama, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), dan Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta praktik
penegakan hukum di lapangan, dengan menggambarkan konflik, ketidakpastian hukum,
dan ruang diskresi yang muncul. Secara analitis, penelitian mengevaluasi kekonsistenan
norma, harmonisasi KUHAP dengan UU KUP, dan kesesuaian dengan prinsip keadilan
restoratif fiskal dan kepastian hukum, serta melakukan rekonstruksi normatif untuk
merumuskan model penghentian perkara bersyarat yang koheren dan aplikatif.
Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang ada, tetapi juga
mengidentifikasi problematika, menganalisis akar konflik normatif, dan merumuskan
solusi hukum yang sistematis dan implementatif, sehingga menghasilkan kontribusi
ilmiah yang orisinal dan relevan bagi pengembangan hukum pidana dan perpajakan
nasional.



2. Metode Pendekatan
Peter Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi
lima pendekatan, yang meliputi:
Pendekatan undang-undang (statute approach);
Pendekatan kasus (case approach);
Pendekatan historis (historical approach);
Pendekatan perbandingan (comparative approach);
Pendekatan konseptual (conceptual approach).
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang
menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma
hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah KUHAP lama,
KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), dan UU KUP, termasuk pasal-pasal yang
mengatur penghentian perkara tindak pidana pajak. Melalui pendekatan yuridis
normatif, penelitian dapat mengidentifikasi konflik, inkonsistensi, dan ruang diskresi
dalam norma hukum, sekaligus merumuskan rekonstruksi pasal dan model penghentian
perkara bersyarat yang harmonis dan aplikatif dalam sistem hukum nasional.
Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi analisis perbandingan dengan negara
Belanda, Singapura, dan Australia, sehingga temuan penelitian bersifat valid,
sistematis, dan relevan secara akademik.

3. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu
metode yang menitikberatkan pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-
undangan sebagai sumber hukum primer. Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah
norma-norma yang mengatur penghentian perkara tindak pidana pajak, termasuk
KUHAP lama, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), dan UU KUP, baik dalam
substansi, struktur, maupun tujuan normatifnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
mengidentifikasi konflik normatif, kelemahan, dan kekosongan hukum, serta menilai
konsistensi antar regulasi. Hasil analisis menjadi dasar untuk merumuskan rekonstruksi
norma dan model penghentian perkara bersyarat yang harmonis, koheren, dan sesuai
prinsip kepastian hukum serta keadilan restoratif fiskal.

4. Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan dengan menelaah praktik
penghentian perkara pidana pajak di Belanda, Singapura, dan Australia. Pendekatan ini
bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, kesenjangan hukum, dan potensi
harmonisasi norma yang relevan dengan konteks hukum nasional. Analisis
perbandingan memungkinkan peneliti mengevaluasi keefektifan model penghentian
perkara, batas kewenangan penuntut umum, dan integrasi prinsip keadilan restoratif
fiskal di masing-masing negara. Temuan dari pendekatan ini kemudian digunakan
sebagai referensi normatif dan konseptual dalam merumuskan rekonstruksi penghentian
perkara bersyarat di Indonesia, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sistematis,
koheren, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta due process of law.

5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk
mengembangkan kerangka pemikiran normatif dan teoritis terkait penghentian perkara
tindak pidana pajak. Pendekatan ini menekankan analisis prinsip hukum, teori negara
hukum, kepastian hukum, dan harmonisasi hukum, yang menjadi dasar untuk
merumuskan rekonstruksi norma dan model penghentian perkara bersyarat berbasis



keadilan restoratif fiskal. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat
menghubungkan teori dengan praktik hukum, mengevaluasi kesesuaian antara KUHAP
dan UU KUP, serta menegaskan prinsip, nilai, dan tujuan hukum yang mendasari
kebijakan penghentian perkara. Hasil dari pendekatan ini berfungsi sebagai fondasi
ilmiah bagi rekomendasi normatif dan strategi harmonisasi hukum yang koheren, adil,
dan aplikatif.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah studi
kasus konkret penghentian perkara tindak pidana pajak di Indonesia maupun praktik
perbandingan internasional. Pendekatan ini menekankan analisis mendalam terhadap
fakta, keputusan penegak hukum, dan implementasi norma hukum dalam konteks
nyata, sehingga memungkinkan identifikasi konflik, ketidakpastian hukum, dan praktik
diskresi. Hasil analisis kasus digunakan sebagai bahan evaluasi kritis untuk menilai
kesesuaian KUHAP lama, KUHAP baru, dan UU KUP, serta menjadi referensi empiris
dalam merumuskan rekonstruksi norma dan model penghentian perkara bersyarat yang
harmonis, efektif, dan sesuai prinsip kepastian hukum serta keadilan restoratif fiskal.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
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A. Urgensi Rekonstruksi Penghentian Perkara Pidana Pajak
Tujuan ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan apa dan bagaimana yang seharusnya
sebagai suatu dass sollen. Namun demikian suatu penelitian hukum bukan semata-mata
meneliti kebenaran kaedahnya sebagai das sollen, melainkan meneliti tentang berlaku
tidaknya kaidah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau semestinya bersifat
preskriptip (Mertokusumo, 2011). Dengan demikian suatu penelitian hukum selain
bersifat dogmatis dan sistematis, penelitian hukum juga harus dapat menangkap ada
tidaknya kesenjangan antara das sollen dengan das sein.
Secara empiris (das sein), penghentian perkara tindak pidana pajak di Indonesia masih
didominasi oleh pendekatan fiskal-administratif yang menempatkan pemulihan kerugian
keuangan negara sebagai tujuan utama, namun belum terintegrasi secara utuh dalam
system hukum pidana. Praktik penghentian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 44B
UU KUP cenderung dilaksanakan melalui mekanisme administratif atas dasar
kepentingan penerimaan negara, tanpa kerangka prosedural yang jelas dalam sistem
peradilan pidana. Akibatnya, penghentian perkara sering dipersepsikan sebagai kebijakan
pragmatis fiskal, bukan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana yang berkeadilan
dan akuntabel.
Sumber hukum dalam bahasa Belanda, disebut dengan rechtbronnen merupakan tempat
ditemukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana
khusus, sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan source of law. Maksudnya,
bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang
kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum juga dapat
diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam
memutus perkara.
Sumber hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang.
Hukum pidana diluar KUHP mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap
hukum pidana umum, baik di bidang hukum pidana materil maupun di bidang hukum
pidana formal. Hukum pidana diluar KUHP berlaku terhadap perbuatan tertentu dan/atau
golongan/orang-orang tertentu. Kekhususan tindak pidana diluar KUHP di bidang
materil, maksudnya ada penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan
hukum pidana umum dan dapat menentukan sendiri ketentuannya, yang sebelumnya
tidak ada dalam hukum pidana umum, yang disebut dengan ketentuan khusus.



Dalam konteks ini, karakteristik pidana pajak mempunyai ketentuan khusus terhadap
hukum pidana, namun tindak pidana pajak tidak termasuk tindak pidana yang diatur
diluar KUHP.

Dalam praktik, kewenangan penghentian perkara pidana pajak masih terpusat pada
otoritas eksekutif fiskal, dengan keterlibatan aparat penegak hukum yang bersifat
administratif dan koordinatif. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang luas dan tidak
terukur, baik dalam menentukan kelayakan penghentian perkara maupun dalam
menetapkan besaran pemulihan kerugian negara. Ketidaktegasan batasan normatif
tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penanganan perkara,
serta potensi ketimpangan perlakuan terhadap Wajib Pajak dalam kasus yang serupa.
Realitas praktik menunjukkan bahwa penghentian perkara sering kali tidak disertai
mekanisme pengawasan yudisial yang memadai, sehingga sulit diuji secara terbuka dari
perspektif asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas penegakan
hukum. Dalam konteks ini, penghentian perkara pidana pajak berpotensi dipersepsikan
sebagai bentuk “penyelesaian di luar hukum pidana” yang melemahkan fungsi deterrence
hukum pidana dan menimbulkan kritik terhadap konsistensi negara hukum.

Urgensi rekonstruksi penghentian perkara pidana pajak berangkat dari adanya
ketegangan normatif antara kepentingan pemulihan kerugian negara dan prinsip-prinsip
fundamental hukum pidana serta hukum acara pidana. Dalam praktik penegakan hukum,
mekanisme penghentian perkara yang berbasis pelunasan kerugian pada pendapatan
negara telah berkembang sebagai instrumen kebijakan fiskal. Namun, perkembangan
tersebut menimbulkan persoalan konseptual dan yuridis, terutama terkait kepastian
hukum, batas diskresi penuntutan, dan konsistensi sistem peradilan pidana.

Penghentian perkara pidana pada tahap penuntutan dalam sistem hukum Indonesia
dikonstruksikan secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Di sisi lain, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UU KUP), khususnya Pasal 44B, memperkenalkan dasar penghentian perkara yang
dikaitkan dengan pemulihan kerugian negara. Dualisme pengaturan ini berpotensi
melahirkan konflik norma, baik dalam aspek kewenangan maupun dalam standar
penghentian perkara, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum.

Secara normatif ideal (das sollen), penghentian perkara tindak pidana pajak seharusnya
diposisikan sebagai instrumen hukum pidana yang sah dan terukur, bukan sekadar
kebijakan fiskal administratif. Dalam perspektif negara hukum dan kepastian hukum,
penghentian perkara harus didasarkan pada aturan yang jelas, prosedur yang transparan,
serta kewenangan yang terdistribusi secara proporsional antara otoritas fiskal dan aparat
penegak hukum.

Penghentian perkara pidana pajak merupakan instrumen penting dalam sistem penegakan
hukum perpajakan karena berkaitan langsung dengan keseimbangan antara kepastian
hukum, efektivitas pemulihan kerugian negara, dan keadilan substantif. Dalam praktik di
Indonesia, mekanisme penghentian perkara yang diatur dalam Pasal 44B UU KUP
cenderung berorientasi pada aspek fiskal-administratif, yakni pemulihan kerugian negara
melalui pembayaran pajak dan sanksi administratif. Namun, pengaturan tersebut belum
disertai kriteria objektif, prosedur normatif, dan mekanisme pengawasan yang memadai,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan, serta
persepsi impunitas dalam penegakan hukum pidana pajak.

Penghentian perkara pidana pajak yang ideal adalah penghentian perkara bersyarat, yaitu
penghentian yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat pemenuhan kewajiban hukum
tertentu oleh Wajib Pajak, terutama pelunasan kerugian negara dan sanksi yang
ditentukan undang-undang. Model ini menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai
tujuan utama, namun tetap menjaga integritas sistem peradilan pidana melalui



keterlibatan Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dan adanya mekanisme
pengawasan normatif.

Dalam kerangka das sollen, penghentian perkara pidana pajak harus selaras dengan
prinsip keadilan restoratif sebagaimana berkembang dalam KUHAP, dengan
menekankan pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan kepastian hukum. Namun, keadilan
restoratif tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban
pidana secara absolut, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang bersifat
kondisional, terbuka, dan dapat diuji secara hukum.

Sinkronisasi dengan KUHP dan KUHAP

Sinkronisasi pengaturan penghentian perkara pidana pajak dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) merupakan prasyarat penting untuk menjamin konsistensi sistem hukum
pidana nasional. Tindak pidana pajak, meskipun bersifat khusus (lex specialis), tetap
merupakan bagian dari rezim hukum pidana yang tunduk pada prinsip-prinsip umum
hukum pidana dan hukum acara pidana. Oleh karena itu, mekanisme penghentian perkara
sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP tidak dapat dilepaskan dari kerangka
normatif KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana umum.

Dalam perspektif KUHP, tindak pidana pajak merupakan bentuk tindak pidana yang
mengandung unsur kesalahan (schuld), pertanggungjawaban pidana, dan ancaman sanksi
pidana. KUHP menempatkan pidana tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan,
melainkan juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum dan pemulihan
keseimbangan sosial. Sejalan dengan perkembangan KUHP baru, orientasi pemidanaan
telah bergeser ke arah keadilan korektif dan restoratif, termasuk pengakuan terhadap
penyelesaian yang mempertimbangkan pemulihan kerugian dan proporsionalitas sanksi.
Dalam konteks ini, penghentian perkara pidana pajak yang bersyarat atas dasar
pemulihan kerugian negara secara konseptual tidak bertentangan dengan tujuan
pemidanaan KUHP, sepanjang tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban hukum
yang jelas.

Sementara itu, dari sudut pandang KUHAP, penghentian perkara merupakan bagian dari
mekanisme hukum acara pidana yang harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum,
dan akuntabilitas proses. KUHAP mengatur secara limitatif kewenangan penghentian
penyidikan dan penuntutan serta menempatkan Penuntut Umum sebagai pengendali
perkara (dominus litis). Dalam KUHAP baru, penghentian perkara semakin ditegaskan
sebagai instrumen hukum acara yang dapat digunakan dalam kerangka keadilan
restoratif, namun dengan syarat adanya dasar hukum yang jelas, prosedur yang
transparan, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penghentian
perkara pidana pajak harus disinkronkan dengan kewenangan dan prosedur yang diatur
dalam KUHAP, agar tidak menciptakan rezim penghentian perkara di luar sistem
peradilan pidana.

Permasalahan muncul ketika Pasal 44B UU KUP dalam praktik masih menempatkan
kewenangan penghentian perkara pada ranah administratif fiskal, tanpa integrasi yang
utuh dengan sistem KUHAP. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara
prinsip lex specialis UU KUP dan prinsip umum KUHAP, khususnya terkait
kewenangan Penuntut Umum, standar penghentian perkara, serta mekanisme kontrol
hukum. Tanpa sinkronisasi yang jelas, penghentian perkara pidana pajak berpotensi
menimbulkan dualisme kewenangan, ketidakpastian hukum, dan persepsi pelemahan
fungsi penegakan hukum pidana.

Oleh karena itu, sinkronisasi ideal menghendaki agar Pasal 44B UU KUP direkonstruksi
dengan menempatkan penghentian perkara pidana pajak sebagai penghentian perkara
bersyarat dalam sistem hukum acara pidana, bukan sebagai kebijakan administratif
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semata. Penghentian perkara harus ditetapkan oleh Penuntut Umum sesuai prinsip
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP), dengan pemulihan kerugian negara
sebagai syarat substantif, serta tetap mengacu pada tujuan pemidanaan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Dengan pendekatan ini, Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tetap berfungsi sebagai lex
specialis dalam substansi perpajakan, namun prosedur penghentian perkaranya tetap
harmonis dengan KUHP dan KUHAP sebagai fondasi sistem hukum pidana nasional.
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BAB 111
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penghentian perkara pidana pajak yang berorientasi pada pemulihan kerugian
keuangan negara pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki nilai
kemanfaatan secara fiskal, namun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena belum didukung oleh konstruksi normatif yang jelas,
konsisten, dan terintegrasi dalam sistem hukum acara pidana. Ketidakjelasan batas dan
mekanisme diskresi aparat penegak hukum, serta disharmoni antara hukum perpajakan
dan hukum pidana, menyebabkan terjadinya inkonsistensi penerapan dan membuka
ruang subjektivitas yang dapat mengganggu prinsip kepastian hukum, asas legalitas,
dan persamaan di hadapan hukum, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi yang
mampu menyeimbangkan antara tujuan pemulihan kerugian negara dan kepastian
hukum dalam penegakan pidana.

2. Rekonstruksi kebijakan penghentian perkara tindak pidana pajak harus diarahkan pada
pembentukan kerangka hukum yang tegas, terintegrasi, dan berbasis prinsip negara
hukum, dengan menetapkan kriteria objektif, prosedur yang transparan, serta batasan
diskresi yang jelas bagi aparat penegak hukum. Kebijakan tersebut perlu
mengharmonisasikan ketentuan hukum perpajakan dan hukum acara pidana agar
tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan tujuan pemulihan kerugian
keuangan negara, sehingga penghentian perkara tidak lagi menimbulkan disparitas
penerapan, tetapi justru menjadi instrumen yang sah, akuntabel, dan konsisten dalam
sistem peradilan pidana.
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